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BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR w TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026

BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesatu
huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom
Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir
Tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026;

bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Penjabat
Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

5.Undang-Undang...




10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698j);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan...




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun | 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia | Tahun 2019
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun| 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun | 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun| 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun| 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan | Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lem
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

2021 tentang
baran Negara
31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 82);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun |2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan PFroduk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2018 Nomor 157);

21.Peraturan...




P

21.

22,

23.

24.

25.

25,

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri Dj);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor S5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJD} Kabupaten Bondowoso Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri
E);

30.Peraturan...




Menetapkan :

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun

31.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Daerah
Kabupaten Bondowoso.
Bupati adalah Bupati Bondowoso.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bondowoso.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.
Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024
sampai dengan Tahun 2026.

7.Rencana...




10.

11.

12.

(2)

(2)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Peragkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
{satu) tahun

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Kebijakan Umum Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:

a. menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disesuaikan dengan hasil
kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan
berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;

b. menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

a. tersedianya pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan
perundang-undangan;

b. tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian kinerja
Pemerintah Daerah;

c. mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian
kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB...




3)

(1)

(2)

BAB1I : PENDAHULUAN

BAB 11 : GAMBARAN UMUM

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP
Uraian secara rinci RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2024-2026.

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026.

Pasal 5

Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:

a.

Hasil Penendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting,

Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;Perubahan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar
biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

BAB...




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI NDOWOSO,

S ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 mMaret 2023

SEKRETARIS RAH KABUPATEN BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 11\




